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PRESIODEN
REPUBLH&INDONE&A

PERATURAN PEMERTINTAH REPUBLIK INDONESTIA
HOMOR 15 TAHUN 1994
TENTAMNG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAM STRUKTURAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwva dalan rangka meningkatkan pembinaan Pegawaij
Hegeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutuy kepemim-
Pinan Pegawai Negeri Sipi) Yyang diangkat dalan
Jabatan strhktural, dipandang perilu menetapkan Per-

aturan Pemerintah tentang Pengangkatan Pegawaj

Hegeri Sipil palanm Jabatan Struktural;

-

1. Pasal 5 ayat (2) Undang—Undang Dasar 1345;

2. Undan§~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pPokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037);

J. Undang~undang Nomor 8 'Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 ténténg
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negerij
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545) ;

MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENCANGKATAN PEGAWAI NEGERTI SIPIL DALAM JABATAN
STRUKTURAL,

BAB I
KETENTUAN UMUM

[

Pasal 13

Dalam Peraturan‘Pemerintah'ini Yyang dimaksud

dengan

N a. Pegawai ..,
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Tahun 1974,

Jabatan adalah ¥edudukan Yyang menunjukkan tugas,
tangguhgjawab, Yewenang dan hak Seseorang Pega-
wai Negeri Sipil dalan rangka suatuy satuan

organisasi.

Jabatan struktural Pegawai MNegerij Sipil yang
selanjutnya dalam Peraturan Pemerintahn ini di-
sebut jabatan struktural adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, Yewenang dan
hak seseorang Pegavai Negeri Sipil dalan rangka

memimpin suaty satuan organisasj Negara.
Eselon adalah tingkatan Jabatan struktural.

Pimpinan Instansi adalah Henteri, Jaksa Agung,
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, pim-
Pinan Kesekretaristan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negar;, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan
Bupati/walfkotamadya Kepala Daerah Tingkat IT.

Pejabat Yang berwenang adalah pejabat Yang ber-
Yenang mengangkat, memindahkan, dan memberhent { -
kan Pegawaij Negeri Sipil dalam dan dari{ jabatan
struktural 'sesuaj dengan ketentuan Peraturan

perundang~undangan Yang berlaku,

Pola karijer Pegavai Negerj Sipil adalah pola:

pembinaan~Pegawai Negeri Sipij) Yang menggambar-
Kan jalur Pengembangan karjer dan menunjukkan
keterkaitan dan keserasijan antara Jabatan, pang-
kat, Pendidikan dan pelatihan struktural serta
masa jabatan Seéseorang Pegawai Negeri sipil
sejak Pengangkatan pertama dala} jabatan terten-

tu sampaj dengan pensjun.

BAB II
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BAB 11
JABATAHN STRUKTURAL DAN ESELoN

Pasa] 2

(1) Jabatan struktural dalam SUsunan satuan orga-

nisasi Negara ditetapkan'déngan Keputusan.Pre~

(2) Eselon disusun berdasarkan berat ringannya tu-

gas, tanggungjawab, Qewenang dan hak.

(3) Eselon darj Yang tertinggi sampaj dengan Yang

terendah dan jenjang Kepangkatan bagi masing- .

masing eselon adalah Sebagaimana tersebut dalanm
Lampiran.

Pasal 3
y Jabatan Struktura) dan Eselon Sebagaimana dimaksud

dalam Pasa) 2, ditetapkan dengan

a. Keputusan'Presiden atas usy} Pimpinan Istansj

{. yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan
‘ Yang bertanqgung Jawvab dj bidang

bidang pendayagunaan aparatur Negara, atag usul
Pimpinan Instansj Yang bersangkutan Sepanjang
Pengenai jabatan struktura) eselon 117, jabatan

dan jabatan Struktura)

BAB 1171

TEmAmAemsen e i Rl e S ‘
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BAB 111

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEHBERHENTIAN

DALAM DAN DARTI JABATAN STRUKTURAL

(1) Jabatan Struktura) hanya dapat diduduxk i oleh

Pegabai Negerij Sipil.

(2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Pegawaj Negerj Sipil dalam dan darij Jabatan
struktural, ditetapkan oleh Pejabat Yyang

berwenang.

(3) Pegawaj Negerj Sipil Yang diangkat dalam ja-

batan struktura) dilantijk oleh Pejabat Yang
befwenang.

Pasal 5
Syarat bagi Pegawaj Negerj Sipil untuk dapat dj-
angkat dalam Jabatan struktura) adalah Sebagaj
berikut )
3. Memiljikj Kemampuan manajerial, kemampuan tek-

nis fungsional, dan kecakapan, serta Pengalaman

Yang diperlukan;

Memiljkj integritas Yang tinggj dalam melak-

Sanakan tugas Organisasj;

Memperhatikan Daftar Uryt Képangkatan (DUK) ;

Telah memilikij tingkat dan jenis Pendidikan
formal dan telah mengikut i dan lulus Pendidikan

an; ¢
I

€. Memiliki
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é. Memilikij Pangkat sekurang~kurahgnya 1 (satu)
tingkat 4j bawah Pangkat terendap Yang ditenty-

h. Memenuh i Persyaratapn lainnya sebagaimana di-

(3) Untuk memperiancar pelaksanaan Perpindanan

| Pasa) - 8

Pemberhentjan darj Jabatan Struktura) dilakukan
apabila SYarat-syarat Sebagaimana ditentukan dalam
Pasa) 5 tidak dipenuhj . ¢

BAB 1v
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BAB 1v
PERTIHBANGAN JABATAMN
DAM KEPANCKATAH

BADAM

Pasal 9

mewujudkan Obyektifitas Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari

Struktura) Pengangkatan dalam

dibentu):

dan Kepangkatan.

pPangkat, Pertimbangan Jabatan

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di-

golongkan Sebagaj berikut

4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Tingkat Instansj Pusat;

b. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Tingkat Instansj Dacrah,

Tugas Pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan Tingkat Instansj Pusat, adalapn nem-

berikan pertimbangan Kepada Pejabat yang ber-

Yenang menetapkan penganqkatan, Pemindahan dan

pcmberhentjan, dalam danp dari jabatan struk-

Lural, Scria pcngan@katan dalam Pangkat untuk

¢selon I Yang ada dj pPusat, wilayah dan dacrah

SCrta eselon I1I dj bPusat dan wvilayah,

Badan Pcrtimbanqan Jabatan dap Ke -

Tingkat Instansij Dacrah,

Tugas pokolk

Pangkatan adalah menp-

‘berixan pertimbangan kepada pPejabat Yahg ber-
Yenang Menetapkan penganqkatan, pemindahan, dan
Pemberhentjap, dalam dan dari Jabatan Struk-

tural, serta Pengangkatan dalam Pangkat untuk

eselon I1T1, €selon 1v dan eselon v Yang ada dj

lingkhngan Pemerintap Daeran.

(5) Dengan




Vo(1)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONE SIA

Dengan memperhatikan keadaan, Kebutuhan dan
kemampuan, Badan Pertimbangan Jabatan dap Ke-

tural serta Pengangkatan dalan Pangkat untuk
Jabatan Eselon 1v dan Eselon v Yang ada 4j
Pusat dan dj wilayah,

b, Sebanyak~bahyaknya 4 (empat) Oorang anggota;

- €. Seorang sekfetaris.

V(2

Jabatan sebagaimana dimaksug dalam ayat (1)

8. Ketua dap ANggota dijabat oleh Pejabat
Struktura) eselon 1;

b. Sekretarjg dijabat °leh pejabat struktura)

v (3

‘eselon 1y Yang menanganj kcpegawaian;

ﬁenetapah SUsunan dan kcanggotan Badan Per-

t,tihbangan'Jabatan dan Kepangkatan untuk

'ia.'Ihstansi'Tihgkat Pusart, ditetapkan dengan

keputusan Hentcri, Jaksa Agung, Pimpinan
Lembaga Pemérintah ﬂon Departemen, Pimpinan
 kesekretériatan Lembag; Tertinggi/Tinggi
Negara Yang bersangkutan;

b. Instansj
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L Instansj Tingkat'Daerah, ditetapkan dengan
Keputusan Cubernyr Kepala Daerah Tingkat 71
dan Bupati/walikotamadya Kepala Dae:ah Ting-
kaé Ir Yang bersangkutan.

(4) Masa keanggotaan dalan Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan adalah s (lima) tahun,

Pasa)

Untuk Memberikan pertimbangan bagi Penetapan
pengangkatan, dan Pemindahan dalam dap dari Jabatan
Strukturajy €selon 1, dibentuyy Badan Pentimbangan
Jabatan Tingkat Nagional Yang pengaturannya di-"

BAGI PEGAWAY NEGERI SIPIL yapng AKAN DIANGKAT
2 DALAM JaBATAN STRUKTURAL

- Pasal 5

Pendidikan dan Pelatihanp struktufal bagi Pegawai
Negerj Sipil Yang akan diangkat dalan Jabatan
struktural, adalah Pendidikan dan Pcelatihan struk-

tura) Sesuaj dengan Peraturagn perundang~undangan
Yang berlaky,

Pasa) 13

Pendidikan dan Pelatihap Struktura) Yang disyarat-
kan bagi Pegauwa Neger Sipil Yang akan diangkat
dalam Jabatan Struktura) adalah:

V/a. Pendidikan dan Pelatihan star dan Pimpinan

b, Pendidikan



Vb,

Jc.

v (2)

(1)

F’RESIDEN
F?EF’UBLIK INDONE Sta

nistrasi Tingkat Henengah (SPAHEN), bagj Pegawaj
Hegerj Sipi} Yang terpilip dan memiljkj kemampu~
an untyg diangkat dalanm jabatan struktural

tentuan Yang berjaxy di lingkungan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Untuk
pengangkatan dalam €selon Jabatan Yang Setara
Serta memperoleh persetujuan Panglima Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia atay bPejabat lain
Yang ditunjuk.

L
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(2) Bagi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia yang ditugaskaryakan untuk menduduki
jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalan
ayat (1), Pengangkatan, pemindahan, dan pem-
berhentiannyq dalam dan darj jabatan strux-
tural diberlakukan Pula ketentuan Pasal 4 ayat
(2) dan ayat:(J), Pasal g, Pasal 13, serta
Pasal 14,

BAB vIIx
KETENTUAMN PERALIHAN

~

.+ (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini,A
| maka semua Peraturan Perundangan, mengenaj
Pengangkatan Pegawaj Hegeri sipil dalam jabatan
struktural Yang telah ada dinyatakan tetap ber-
laku Sepanjang tidak bertentangan atau belun

digantj berdasarkan Peraturan Pemerintah inj.

(2) Pegawai Neger i Sipil yang diangkat dalam atay
telah memangku jabatan struktural] sebelum'ber~
lakunya Peraturan Pemerintah jnj Cetapi belunm
mengikutj pPendidikan dan Pelatihan struktural
Yang dipérsyaratkan Untuk jabatan Yyang dij-
dudukinya, dianggap talan mengikutj pendidikan
dan pelatihan Yang dipersyaratkan Untuk jabatan

f tersebut .

BAD 1Xx
PENUTUP

an Pemerintah ‘inj diatur lebjh lanjut oleh Kepala

Badan Administrasi Kepegawaijian Hegara.

Pasal 1g
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Agar Setiap ©orang Mengetahuinya, memerintahkan
. Pengundangan Peraturan Pemerintan ini dengan Penem-~
. patannya dalam Lembaran Hegara Repub] ik Indonesija,

- e e — [ —

Ditetapkan di Jakarta .
pada tanggal 1g April 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ;g April 1994

HENTERT HEGARA SEKRETARIS HEGARA

_ REPUBLIK INDONESIA
“l’ ttd
H o E R D Iownop

i .
LEMBARAN NEGARA REPUBL K INOONESIA TAHUN 1994 NoMoRr 2

Salinan SCcsuaj aslinya

SEKRETARIAT“KAQINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundanq~undangan
u.b. |




PRESIDEN
REPUBLIK INDONE SI1A

PENJELASAUN
ATASs
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
HOHOR 15 TAHUN 1994 B
_ TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAL MEGERI SIPIL pALAp JABATAN
| STRUKTURAL

Yyang akan diangkat da)an jabatan Struktural, diperlukan adanya
Peraturan Pemerintah Yang memuat pPokok-pokok Persyaratan Yang

harus dipenuhij oleh Seorang Pegawaj Hegerij Sipi) Yyang akan

Dalam Peraturan Pemerintah jnj diatur dengan jelas ketentuarn-
ketentuan Yang harus dipenuhj Pegawaj Negeri sipijl Yang akan
diangkat dalam jabatan strukturay. Selain darj Pada itu dalam
Peraturan Pemerintah ini.diatur pula ketentuan;ketentuan tén~

. tang tata ca;ra Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentjan
Pegawaj Neger | Sipil Yang mendudukj jabatan struktura).

Tujuan Pengangkatan Péqawai Negeri sipi) dalam Jabatan ‘stryk-
tural adalan untuk mewujudkan aparatur Negara yang berdaya guna
dan berhasj) guna serta sanggup dan mampu melaksanakan tugas-

tugas dengan sebaik~baikﬁya.

== “PASAL‘BDEMT PASAL

Pasal

Cﬁkup Jelas
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Pasal 2

Ayat (1)

Jabatan struktural dalan SUsunan satuan organisasj dapat
dibed;kan dalam dua Jenis, yaity Jabatan struktural umunm
dan jabatan struktural khusus,
Jabatan struktural umum pada dasarnya adalah Jabatan
. (supporting'unit)
dalam suaty Oorganisasij Seperti jabatan dj lingkungan
Sekretarjat Jendera) (Kepala Biro Umumn, Kepala Bjiro Per-
lengkapan, Kepala Biro Kepegawvaian dan Jabatan lain Yang

Yang bersifat teknis Operasional {lini) dalam suatu or-
ganisasij Seperti jabatan dj lingkungan Direktorat Jende-
ral (Direktur, Kepala Pusat, Kepala Balaij atau jabatan

lain y&hg Serupa dengan itu).

Tanggungjawal adalah kKesanggupan Seseorang Pegawaij Nege-
ri Sipii untuk menyelesaikan Pekerjaan Yang diserahkan
&epadanya dengan sebaik—baiknya dan tepat pada wvaktunya
Serta beranj menanggung resiko atas Keputusan Yang dij-
ambilnya qtau‘tindakan Yang dirakukannya.

Wevenang adalah Keabsahan tindakan Yang dimiliki oleh

Hak
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Hak adalah keabsahan tindakan Pegawai Negeri Sipil Yang

pnenduduk i ktural untuk menggunakan segala

sarana dan Prasarana agar dapat melaksanakan tugas pe-

Xerjaan dengan sebaik—baiknya.

Ayat (3)

Pangkat adalah
Hegeri sipij) dalam Fangkaian susunan

kedudukan Yang menunjukkan tingkat sese-
Orang Pegawaj ke~

Pegavaijian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

(2) tersebut di atas,
tural ditentukan ber-

»

e-—.

Jenjang bPangkat bagj jabatan struk
dasarkan tingkat Jabata

Pasal 3

Cukup jelasg

Pasal 4

Avat

Aya

)
[}

(1)
Calon Pegawaj Negeri Sipil tidak

Jabatan Strukturay},

dapat diangkat dalam

t (2)

Dalam ayat jpj Yang dimaksud dengan

Pengangkatan adalah Pengangkatan pegawaj Negeri sipii

dalam jabatan Struktura) .

Pemindahan adalah Pemindahan Pegawa j Negeri sipij) Yang

ke

instansj atau antar

menduduk j jabatan struktura.)
kerja Yang lain
instansj dan/atauy darij
kerja Yang lain.

dari suvaty unit kerja
satu

wilayah kerja ke vilayah
]

Pemberhentian
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Pemberhenfian adalah Pemberhentjan Pegawa j Negerj Sipil‘

Ayat (3)
Cukup jelas

Kecakapan/pengalaman Yang diperlukan, adalah kecakap—
an/pengalaman Yang dimilikij dalam melaksanakan tugag-

Wurur a, dicerminkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) atay Yang setara,

Hurur ¢
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Huruf c

Daftar Urut merupakan salah satu

Kepangkatan adalah
Syarat untuk Mempertimbangkan bpengangkatan dalanp Jabat-
an struktural..Dalam mempertimbangkan Pengangkatan

Pegawaj Negeni Sipil dalam Jabatan s maka
Pegawaj Negeri sipi) Yang mendudukj Daftar Urut Kepang-
katan Yang lebih tinggi haruslah dipertimbangkan lebih

dahulu. Apabjja. memenuhi syarat lainnya, naka
‘ iberitahukan kepada Pegawai pNe-

geri Sipi) Yang bersangkutan.

Hurur d

Pendidikan, adalah Pendidikan formal serta Pendidikan
dan pelatihan struktural Yang dimiliki Pegawai Negeri
Sipil Yang akan dipertimbangkan untuk diangkat dalam
Jabatan struktural. '
Huruf e
Cukup jelas
Hurur r

Pegawaj Negerj Sipil dapat dikembangkan kemampu-

[ .

annya apabila Yyang bersangkutan masih dapat diharapkan

mempunya j kKesempatan Yang lebih besar dalam mengembang-

kan keahlian, Prestasi kerja, bakat dan minat dalam

melaksanakan Lugas yang akan menjadj tanggungjauabnya.

Hurur g

Cukup jelas

Hurur
Pengangkatan dalam jabatan Struktura)

adalah

pada hakekatnya

menempatkan seorangIPegauai Negeri sipj) Yang
tepat pada tempat Yang tepat sesuaj dengan Persyaratan
jabatan‘yang ditetapkan.

Syarat Sebagaimana tersebu

Tupakan syarat Kumulatijr Yang harus dipenuhj

struktural’
| Pasal 6
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Pasal g9

Avyat (1)
Dalan Upaya
pemindahan,

Kejaksaan Agung, Lembaga Pemerintan
dan Kesekretariat

termasyk Instansj

« termasuk Pemerintah

Ayat (3)

Yang dimaksud den

gan jabatan
dacrah adalan

jabatan~jabatan di.
Yang dalam
menjadij kcucnangan

. Daerah, Pcnetapan Jabatan dan

Menterj Dalam Hegerig ,
,‘\yat (4)

- Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelbs

lingkunqan

Negerj
Jabatan yang tépat
N yang ditentukan,

lingkup Departemen,

Non Departemen,

Pertimbangan Jabatan

lingkup Pemerintan

Dacrah Tingkat

Pasa}

Struktural Eselon

10

II 4dj
Pemerintan

kcpangkatannya
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Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat. (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelag. -

Pasal 12
Pegawaj Negerij Sipil Yang a
‘struktura) mulaj dari'eselon

eselon yang Lertinggi,

Apabila diperlukan dalam Pelaksanaan

Sipi1 yang akan diangkat
diikutsertakan dalam
terkaijt,

Pendidikan dan

atas dilaksanakan oleh

Pelatihan

Jang mengena j Pendidikan
Pinmpinan inspansi

Pendidikan dan

kKan diangkat dalam jabatan
ibekalj kémampuan manajerial,
Pegawaj Negerj

Sstruktural dapat

Pelatihan fungsional

struktura) Scbagaimana dimaksud dj ..

Lembaga Administrasj Negara sepan-

pendidikan;dan pPelatihan fungsional .

dan Pelatihan struktural, dan oleh
Yang bersangkutan Sepanjang mengenaij
Il
Bagi

Pt e i
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ABRI dipertimbangkan kesesuaiannya dengan Pendidikan dan

Pelatihan Yang dipersyaratkan Untuk jabatan Struktura) Yang
. bersangkutan.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

, ‘
i

Pasal 35
Ayat (1) ' !
Cokup Jelas

Ayvat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1) .
Cukup jelys

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasa) 17
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‘. Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN HEGARA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 354¢

'\
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ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL

INDONESIA
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1 1N PEMIINL UTAMA - IV/e * PEMBINA UTAKA IV/e
2 18 PEMIINA UTAKA 1v/d PEHBINA UTAMA 1v/e
N KADTA
3 THA ), | PEKBINA UTAMA e PEHBINA UTAKA iv/d
~eoo’ | DA HADTA )
« tie PEKBINA TINCLAT | Ivsb PEKBINA UTAMA 1v/¢c
KO A
S 1ia PENIINA 1V/a PEMBIMA TIHCKAT | 1v/b
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